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BEBERAPA PERSOALAN TENTANG
KOMUNIKASI HUKUM

Oleh : SATJIPTO RAHARDIO

Masalah komunikasi hukum lazimnya tiduk merupakan pokok
yang sering diperbincangkan didalam kalangan ilmu pengetahuan hu-
kum, setidak-tidaknya tidak dibicarakan sebagai suatu masalah ter-
sendiri. Tulisan ini akan mencoba untuk secara ringkas mengetengah-
kan pembzhasan tentang komunikasi hukum yang dimulai dengan
pembicaraan mengenai masalahnya sebagaimana lazim dilakukan da-
Jam kalangan ilmu hukum dogmatik untuk kemudian menelaahnya
szbagai suatu proses yang berlangsung didalam suatu konteks sosial.

Istilah-istilab untuk komunikasi hukun yvang dipakai dalam ba-
hasa perundang-undangan Indonesia adalah p e n gum u i an {Pa-
sal 143 UUD 1949), pengundangan (Pasal 100 UUDIY30).
Dalam bahasa Inggeris dikenal istilah publication dan pro-
mulgation Kata promulg are dalam konteks sejarah Ro-
mawi dimana istilah itu digunakan berarti mengajukan suatu usul
undang-undang; istilah itu kemudian dipakai dalam arti mengeluarkan
undang-undang (Gray, 1963 : 162). Didalam penelitian vang dilaku-
kan oleh Gray, maka ia tidak dapat menjumpai satu teori dalam
Hukum Romawi yang mengajukan sebagai syarat, bahwa suatu un-
dang-undang itu harus diumumkan terlebih dahulu agar mempunvai
kekuatun berlaku. Perbedaan antara pengundangan dan pengnmuman
apabila keduanys dapat dikeitkan dengan perbedaan amara 'promuy!
gation’ dan ‘publication’ nampel dalam kutipar beriku! ini:

R re e R La Promulgation est lacte par lequel le roi ein sa-
qualm de chef du povoir executlf, atteste au corps social Fexisionct
de la loi et en ordonne l'execution; la publication, au contaire, est le
mode de publicité é l'aide duvsruel loi =3t portée o lu connaissenec: e
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citoyens.” (Gray, 1963 : 163, 164). Didalam bahasa Indonesia, dida-
lamn konteks masing-masing Undang-undang Dasar, kedua istilah yang
dipakai menunjukkan satu tindakan yang harus dilakukan sebagat
syarat mengikatnya peraturan yang dibuat. Demikianlah, didalam
UUD 49 kita baca : "Pengumuman, terjadi dalam bentuk menurui
undang-undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat™
(Pasal 143 ayat 2). Sedangkan didalam U U D ’50 disebutkan : “Pe-
ngundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah
syarat tunggal untuk kekuatan mengikat” (Pasal 100 ayat 2).

Nampaknya disini ada dua hal yang harus dipisahkan, yaitu an-
tara kekuatan mengingat undang-undang disatu pihak dan pengumu
mannya Kepada rakyat dilain pihak. Apabila undang-undang itu sudah
dianggap mengikat tanpa perlu mensyaratkan keharusan untuk me
ngumumkannya kepada rakyat, maka hal itu samasekali tidak men-
jelaskan apakah pengumuman dari padanya dilakukan atau tidak.
Masalah pengumumannya kepada rakyat, sekalipun ia tidak merupa-
kan persyaratan untuk mengikainya undang-undang itu, mempunyai
faturbelakang alasannya sendiri. Fuller menyebutnya sebagai syarat
moralitas. Suatu sistim hukum yang tidak mengharuskan pengumuman
undang-undang yang dibuatnya kepada rakyat adalah sistim hukum
yang tidak bermoral. Bahkan ia membuat penilaian yang lebih maju
lagi dengan mengatakan, bahwa dalam hal yang demikian itu kita tidak
dapat berbicara mengenai a d a n y a sistim hukum samasekali
(Fuller, 1971 : 39) Dengan demikian adalah tidak bermoral untuk me-
nuntut atau mengharapkan rakvat untuk melakukan suatu perbuatan
tanpa memberitahu kepada mereka perbuatan apa yang harus dilaku-
kan itu.

Apabila telah disepakati, bahwa undang-undang itu seharusnva
divmumkan terlebih dahulu kepada rakyat sebagai sasaran dari penga-
turan itu, maka selanjutnya timbullah persoalan mengenai siapa se-
benarnya yang diharapkan untuk mengetahui isi dari undang-undane
itu. Pendapat vang ckstrim dalam hal ini misalnva adalah yang dian-
jurkan oleh Bentham, yang menghendaki agar setiap warga ne-
gara diusahakan untuk mengetahui makna vang lengkap dari setiap
undang-undang. Fuller sendiri berpendapat. bahwa pengumuman ten-
tang isi undang-undang itu didasarkan pada prinsip mwrginal
utility. (Fuller. 1971 : 49). Sekalipun hanya seorang saja dari
seratus vang berusaha untuk mengetahui isi dari suatu undang-undang.
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maka jumlah itu saja sudah cukup. Dengan demikian pengumuman
dari undang-undang itu ditujukan untuk menjaga agar orang-orang
seperti ini mendapatkan pelayanan yang semestinya. Oleh karena ada-
nya orang-orang seperti ini tidak dapat diketahui dari semula, maku
pengumumannya kepada masyarakat luas merupakan suatu cara pe-
mecahan. Orang ini nantinya akan bertindak sebagai corong yang akan
meneruskan isi dari undang-undang yang diketahuinya itu kepada
orang-orang disekelilingnya. Dalam hubungan ini memang harus di-
akui bahwa kebanyakan orang itu mentaati hukum atau undang-
undang tidak karena ia membacanya sendiri, melainkan karena ia me-
ngikuti pola perbuatan yang ditunjukkan oleh orang lain yang dipan-
dangnya sebagai lebih paham tentang persoalan itu.

Apabila adagium Seriap Orang Dianggap Mengetahui Undang-
undang itu kita tempatkan didalam konteks susunan masyarakat, ma-
ka pembedaannya dapat diadakan menurut tingkat kompleksitas dari
masyarakat bersangkutan. Didalam masyarakat yang sederhana, maka
adagium tersebut benar-benar bersesuaian dengan kenyataannya. Di-
sini peranan dari sosialisasi anggola-anggoia masyarakat
memegang peranan yang penting. Pengetahuan tentang norma-norma
yeng berlaku didalam masyarakat merupakan bagian dari proses so
sialisasi yang harus dijalani oleh warga masyarakatnya. Hal ini dapat
dijalankan oleh karena susunan masyarakat yang masih sederhana dan
dengan demikian hukum yang mengaturnyapun masih belum begitu
luas dan kompleks. Dalam keadaan yang demikian itu maka sosialisasi
merupaxan sarana yang cukup mampu untuk digunakan sebagai cara
penanaman tentang pengetahuan norma-norma hukum yang berlakn
disitu, apalagi apabila diingat, bahwa sosialisasi itu sendiri didukung
oleh seluruh warga masyarakat vang sedikit banyak bersifat homogin.
(Chambliss & Seidman, 1971 : 258). Paul Bohannan yang ingin meli-
hat hukum itu tidak lain sebagai kebiasaan masyarakat yang kemudian
mengalami pelembagaan kembali sebagai hukum, barangtentu juga
tidak mengalami kesukaran untuk melihat diterimanva adagium terse-
but diatas. Penulis tersebut bertolak-pangkal dari pendapat, bahwz
untuk keperfuan hukum, maka sementara kebiasaan yang selama ini
telah memperoleh tempatnya didalam masyarakat dilembagakan ko
dalam suatu sistim yang lain yang disebut sebagai: hukum. Dikatakan
oleh Bohannan: Customs are norms or rules (more or less strict, and
with greater or less suppori of moral, cthical, or even physical coer-
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cion) about the ways in which people must behave if social institutions
are to perform their tasks and society is 1o endure. All institutions (in
cluding legal institutions) develop customs. Some customs, in some
societies, are r e institutionalized at another level : they are restated
for the more precise purposes of legal institutions. When this happens.
therefore, law may be regarded as a custom that has been restated in
order to make it amendable to the activities of the legad institutions™
(Paul Bohannan, 1967 : 47). Sebagai pelembagaan kembali dari suatu
pola tingkah laku yang memang tidak asing !agi bagi rakvat, hukum
tidak memerlukan teknik penyampaian yang khusus agar dapat diketa-
hui oleh rakvat. Keadaan yang demikian itu tidak dapat kita jumpai
dalam suasana kehidupan yang modern. Disini susunan kehidupan ada-
lzh jauh lebih kompleks dan tersusun dalam bentuk vang berlapis-
lapis, suatu masyarakat yang heterogin. Keadaan yang demikian ini
masih ditambah lagi dengan luas dan kompleksnya peraiuran-peratu
ren huokum vang terdapat didalam masyarakat. Dalam suasana yang
demikian ite maka adagium diatas tidak dapat lagi bersesuaian dengan
kenyataan sehari-hari, melainkan sudah merupakan suatu fi ks i & u-
& 1t m. Dengan demikian maka dilihat dari konteks kemasyarakatan-
ava. moka masalah  penvampaian undang-undang kepada rakyai
renar-benar merupakan suatu keharusan dan tidak sekedar ditakukan
untuk memenuhi syarat kesahan suatu peraturan.

Sekarang akan dibicarakan masalah tentang saluran-saluran yang
dipakai didalam komunikasi hukum. Pertama-tama adalah komunikasi
vang berupa pengundangan atau pengumuman suatu undang-undang
vang baru. Komunikasi jenis inilah yang seringkali dibicarakan mana-
kala orang mulai mempersoalkan masalaknya, yaitu yang dihubungkan
dengan kesahan suatu undang-undang. Pada permulaan dari tulisan
ini pembicaraan seperti itu telah dikemukakan pula. Disamping komu-
aikasi yang berupa pengundangan atau pengumuman undang-undang
vang baru itu kita masih dapat mengenali adanya berbagai jenis dan
cara penyampaian suatu isi undang-undang.

Kemunikasi dapat dilihat sebagai suatu proses, suatu usaha vang
memeriukan tindakan vang berulang-ulang. Hal ini terutama tergan-
tung kepada i s/ yang ingin disampaikan kepada rakyat. Apabila
vang hendak disampaikan itu adalah sekedar apa yang telah ditulis
sehsgal undang-undang, maka komunikasi sebagai suatu tindakan
vang berlanjut memang tidak dibutuhkan. Tetani apebilz yang hendak
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disampaikan itu bukan sekedar pelafalan tertulis dari undang-undang
itu saja melainkan juga m @ k n a yang sebenarnya yang dikehendaki
- oleh pembuat undang-undang, maka penyampaiannya tidak dapat di-
harapkan selesai dengan sekali pengumuman saja. Apabila yang dituju
adalah penyampaian daripada makna undang-undang sedemikian itu,
maka usaha untuk menanamkan konsepsi-konsepsi, pengertian-pe-
ngertian yang digunakan didalam undang-undang itu juga merupakan
bagian dari komunikasi hukum. (Gifford, 1971 : 409).

Manakala komunikasi hukum ifu juga dibebani dengan tugas-
tugas untuk menyebarkan pengertian-pengertian sedemikian itu maka
saluran yang dipakainya juga menjadi semakin bertambah. Dalam
hubungan ini maka saluran-salman yang dapat dipakai adalah antara
lain: pengadilan, kantor pengacara, dan para pejabat hukum sendiri.
Undang-undang dapat dilihat sekedar sebagai rumusan preskripsi-
preskripsi formal yang masih harus dikonkritkan dengan penerapan-
nya pada fakta-fakta sosial yang terjadi didalam kehidupan sehari-
hari. Pengumuman pasal mengenai perbuatan melawan hukum misal-
nva hanya memberi tahu kepada rakyat, bahwa barangsiapa karena
perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka ia harus
memberikan ganti rugi. Tetapi tentang bagaimana tepatnya isi daripada
perbuatan yang disebut melawan hukum itu baru akan diketahui pada
waktu hukumnya ditetapkan oleh hakim. Dan ternyata memang bahwa
perumusan tentang perbuatan itu mengalami perubahan-perubahan
dan perluasan dalam wilayah berlakunya. Dikatakan oleh Scholten:
“Kekuasaan dari hakim adalah lain sifatnya dan tingkarannya lebih
rendah dari yang dipunyai oleh pembuat undang-undang. Namun ba-
gaimanapun juga kekuasaan itu ada. Tidak ada ungkapan perundang-
undangan yang akan melewat] mesin pengadilan untuk dapat diubah
menjadi hukum yang nyata”. (Scholten, 1974 : 89). Holmes sendiri
bahkan telah mengungkapkan dalam kata-kata yang kemudian menjadi
terkenal : “People want to know under what circumsiances and how
far they will run the risk of coming against what Is so much sironger
‘than themselves, and hence it becomes a business to find owr when
this danger is to be feared. The object of sur study, then, is predictior,
the prediction of the incidence of the public force through the instry-
FIERLEN OF ThE OIS wus s o esemsiny & o5 e AR S ey S ;
The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more
pretentious. are what § mean by the law”. (Holmes, 1897 : 457-461).
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Selanjutnya masih dapat juga dimasukkan kedalam sarana komunikasi
hukum disini: ujian yang dilakukan pada waktu orang mau mengambil
Surat Izin Mengemudi. Disini perincian yang lengkap mengenai seluk
beluk pemakaian kendaraan dijalanan umum disampaikan kepada
rakyat. Penyampaian yang dilakukan dengan lebih lengkap, sistemati-
kal dan mendalam kita jumpai pada lembaga-lembaga pendidikan
hukum.

Apabila masalah komunikasi hukum itu telah kita perluas dengan
meliputi pula penyampaian dari makna yang sebenarnya dari undang-
undang, maka tidak ada alasan lagi untuk juga memperluasnya dengan
penyampaian tentang : bagaimana bekerjanya hukum itu
engan mengejar sasaran yang demikian itu, maka yang hendak di-
sampaikan sekarang adalah hukum sebagai suatu perangkap yang
lengkap.

Satu alasan dapat dikemukakan disini sebagai dasar untuk mem-
perluas bahan yang disampaikan kepada rakyat itu sebagaimana disa-

-rankan diatas. Alasan yang dikemukakan disini berhubungan dengan
dualisma didalam kultur hukum yang umumnya dihadapi oleh masya
rakat Negara-negara Sedang Berkembang. Dualisma vang dihadap
disini adalah terdapatnya kultur hukum modern sebagai akibat dari
komitmen negara-negara itu pada modernisasi disatu pihak dan dilain
pihak terdapatnya sektor kehidupan tradisional dengan kultur hukum-
nya sendiri pula. Dengan demikian maka penerapan hukum modern
didalam masyarakat yang masih dilekati dengan suasana kehidupan
tradisional menyebabkan, bahwa pengenalan secara luas terhadap sis.
tim hukum (modern) itu bagi rakyat benar-benar merupakan satu ke-
hurusan, Apa yang didalam suasana masyarakat modern dipandang
tidak perlu untuk dijelaskan lagi, didalam suasana masyarakat yane
antuk sebagian terbesar masih berada didalam suasana tradisional
menjadi perlu untuk dilakukan. Keadaan yang demikian ini pula
yang mendorong Daniel S. Lev menilaj peranan dari para Pokrol
Bambu di Indonesia sebagai menjalankan semacam misi tersendiri.
Didalam perspektip sosialnya, menurut Lev, lembaga tefsebut meru-
pakan saluran komunikasj bagi penyampaian suatu kultur hukum yang
berbeda dengan yang lazim dikenal oleh bagian terbesar dari rakyat
Indonesia. Dikatakan olehnya : ”Whar pokrol bambu offer is not me-
rely bargain-shop representation — with some of the disadvantages of
the bargain-shop — but also a view of how the law works in terms
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comprehensible especially to lower class Indonesians, whose cultural
assumptions about legal process differ from those on which the formal
legal system is based. For villagers and the urban poor, ir is inescap-
able reality that at times they must deal with governmental institutions.
a court, a bureaucratic agency - in whose procedures they have no
competence and little confidence. How they gain even limited access
to these institutions is, for them, a critical problem.” (Lev, 1973 : 20).
Dalam hubungan dengan lembaga Pokrol Bambu ini dapat pula
ditambahkan adanya lembaga-lembaga bantuan hukum baik yang di-
dirikan diluar maupun didalam lingkungan universitas. Bersama-sa-
ma dengan proyek-proyek penyuluhan hukum kepada rakyat yang
disana-sini dilaksanakan oleh fakultas-fakultas hukum. lembaga-lem-
baga bantuan hukum tersebut merupakar pula suatu badan yang
menjalankan fungsi penyampaian hukum kepada rakyat.

Komunikasi Hukum untuk Pembangunan.

Dalam membicarakan masalah komunikasi hukum didalam kon-
teks masyarakat Indonesia dewasa ini baik juga kiranya apabila masa
lah itu dikaitkan dengan pembangunan yang kini sedang dijalankan
oleh bangsa Indonesia.

Sebelumnya baiklah dikemukakan tentang adanya dua model da
lam pembangunan itu, masing-masing : (1) model vang berdasarkan
pada usaha perorangan dan (2) model yang didasarkan pada peren-
canaan. (Seidman, 1972 : 714), Didalam model vang pertama muka
untuk melakukan pembangunan itu masyarakat menyandarkan dis
pada inisiatip yang datanznya dari sektor swasta. Bertalian d2ngan itu
maka juga hukumnya hanva berusaha untuk memberikan fasilitas
agar pihak swasta itu dapar memperoieh iklim vang baik un.uk beru-
saha. Demikian pula dengan sistim komunikasi hukumnya hanya ber-
usaha agar mereka, artinva pihak-pihak yvang didorong untuk berusaha
itu, dapat memperoleh peraturan hukum yang dibutuhkanny..

Berlainan dengan model inisiatip perorangan atau swasta itu, ma-
ka model vang kedua iebih menghendaki adanya campur tangan aktin
dari pemerintah untuk mevakinkan agar kemakmuran dibagi secarn
merata dan agar [aktor-faktor produksi dapat diarahkan kepada pro-
vek-provek vang harus dikerjakan. Dengan model vang demikian ini
pemerintah aituntut untuk melakukan perencanaan yang meliputi ke-
ciatar: dari segala lapisan orang didalam masvarakat.
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Adalah sehubungan dengan pembangunan yang menggunakan
model perencanaan ini, komunikasi hukum untuk pembangunan itu
akan kita bicarakan. Pembangunan dengan perencanaan ini merupakan
suatu model yang banyak dijalankan pada Negara-negara Sedang Ber-
kembang. Masalah vang terkandung didalam mode! yang demikian
itu dan yang berhubungan dengan komunikasi hukumnya, adalah ter-
dapatnya satu kenyataan, bahwa tidak akan ada rencana yang dapat
dijalankan manakala perincian daripada rencana itu tidak disampai-
can dengan cermat kepaCa rukyat yang diharapkan akun menyesuai-
kan perbuatannya pada rencana tersebut. (Seidman, 1972 : 715). Se-

erti dikatakan oleh Seidman yang mengkaitkan masalah komunikasi
hukum dengan pembangunan yang demikian itu : "Development is a
tvpe of social change peculiarly dependent upon effective comumuni-
cation. If higher levels of produdtion and living are to result, new ideas
must cortinuously find their way into the social order. Among these
new ideals is specific information about the ways government expects
citizens and officials to behave. To induce new behavior, lawmakers
must first communicate their expectations te bureaucrats and citizens
for evidently, a role-occupant unaware of new rules directed to him

wall comply accidenily, if i all®. {Szidman, 1972 : 685}

Apabila kepada hukum sekarang diberikan tugas untuk mengge-
rakkan perubahan-perubahan pada tingkah laku rakyat yang berse-
suaian dengan rencana pembangunan, maka hukum disini diterima da-
lam wujudnya yang instrumental, atau didalam ungkapan varng lain
sebagai sarana untuk melakukan social engineering.
Sesuai dengan konsepsi hukum sebagai sarana untuk melakukan ’so-
cial engineering’ itu, maka menjadi pentinglah hubungan yang harus
ditetapkan antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana-sarana yang
dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan maka ia berbunyi : Apakah sarana-sarana yang dipiiih ite
memang mampu untek memmbuikan akibat-akibat vang dikchendaki

dtzu direncanakan ?
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Pembuat
Pembuat ,+7| Undang-undang S
Undang-undang - ‘\‘
i L3
Umpan balik Umpaa balik
] L}
1‘\ b 'l
4 \ Badan :
| Badan J **]  Pelaks g
: Pelaksana saa!k Huku:m T
, Hukum
! : ‘ (Komunikari hukum ontuk
(Komunikasi untuk rembosgunco berarcana)

kesahan hukum)

Dengan menurunkan diagram sebagai tersebut diatas diharapkan
perbedaan didalam arus komunikasi akan nampak. Perbedaan vang di
maksudkan disini adalah perbedaan antara komunikasi vang diguna-
kan untuk memberikan keszhan kepada hukum dan vang digunakan
untuk menggerakkan rakyat didalam rangka pembangunan vang be-
rencana. Oleh karena yang dipertaruhkan dalam komunikasi untuk
pembangunan berencana itu adalah perubahan yang timbul pada ting*\
kah laku rakvai, maka peranan umpan balik menjadi pentinz atan
dengan perkataan lain dibutuhkan suatu komunikasi hukuns vang d « ¢
arah. Kebutuhan untuk menyampaikan dengan tepat perubahan-pe-
rubahan atau tingkah laku yang dikehendaki itu menjadi lebih nyata
lagi, oleh karena usaha tersebut tidak dapat ditolorg oleh bekerjanva
proses sosialisasi. Proses sosialisasi hanya dapat dijalankan dalam
hubungan dengan pola-pola tingkah laku yang telah melembaga di-
dalam 'masyarakat, tetapi tidak untuk hal-hal vang baru seperti dike
hendaki oleh para perencana pembangunan.

Kesimpuian,

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan adanya beberapa faktor
vang mendorong kita untuk menelasi: masalah Koniunikasi hukam i
tidalam konteks yang lebih luas daripada yang lazimnya dilakukan
olch ilmu hukum dogmatik selama ini. Pertama, adalah semakin men-
iadi kcmpleksnva susunan masyarakat dimana kita hidup kini ditam-
bah pula dengan bahan perundang-undangan vanp demilian luas dan
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banyaknya sebagai akibat dari aktivitas pengaturan oleh Negara. Ke-
dua, masa pembangunan yang berencana juga membutuhkan sandaran
rada komunikasi hukum yang efektip untuk mencapai hasil yang se-
besar-besarnya. Bertalian dengan kebutuhan dari pembangunan itu
sendiri maka kita melihat bahwa sistim komunikasi hukum juga meng-
alami perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan yang dibebankan
diatas pundaknya.
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